KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor ; 3232 Tahun 2023

Diberikan kepada -

Nama Pondok Pesantren . Riyadhul Jannah
Nomeor Statistik Pondok Pesantren : 510032180262
Alamat Kp. Jagawana Rt. 04/02
f Desa - Sukarukun
Kecamatan - Sukatani
Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Baratl
Nama Penyelenggara/Yayasan . Yayasan Ma'had Riyadhul Jannah

Sebagal penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah
tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren

Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 03 Mei 2028
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Menimbanyg

Menginga

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 3232 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN

RIYADITUL JANNATL

DENGAN RAHMAT TUIHLAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

fed

i,

hahwa dalamn rangka meningkatkan sksesibilitas pendidikan Kesetaruan pada
pemdok pesantren salafivah yang bermut. perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salatiyah sesuai standar nasional
pendidikan:

bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persvaratan administrasi. teknis dan kelayakan vang telah ditetapkan:

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan
hurul b, perlu menctapkan Keputusan Mentert Agama Republik Indonesia
tentang Pemberian [zin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan kesctaraan
pada Pondek Pesantren Salativah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Temang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Namor 78, Tambahan
lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 4301 )0

Peraruran Pemerintzh Nomor 19 Tahun 2003 fentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia Talwun 2003 Nomor 41
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimina
teluh diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahian Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2013
Nonwr 71, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomar 54 10);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Namor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764 )
Peraturan Pemerintal Nomar 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4803 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indenesia Lithun 2008 homor 91, [mbuglian
Lembaran Negarn Republik Indonesia Momor 48644 )

Peraturan Pemerintah Nomar 17 Tahun 20010 Tentang Pengelodaan dan
Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndoensta Nomor
5105 sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
l'entang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 3157):

Paraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Pelavanan
“inimal;



8 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Cselon | Kementerian Negara schagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomaor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh
Atas Peraluran Presiden Nemor 24 Tahun 2000 tentang kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara scria Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian hegars;

4. Instevksi Presiden Nomor 3 Talwn 2000 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksira;

L0, Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudiyaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Mepengsh Universal:

||, Meraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pendidikan
Keagamaan Islam;

12, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Lata
Kerja Kementerian Agama;

|3. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama
Nomar FUKB2000 dan Nomor MA/B62000. tentang Fondok Pesantren
Salafivah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun:

I4. Keputusan Dircktur Jenderal Pendidikan Islam Nemor 1772 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren
Salalivah,

MEMUTLISKAN

Moenetapkan ! KEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  KEMENTERIAN - AGAMA
KABLPATEN BEKASI TENTANG  TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN  KESETARAAN  PADA  PONDOK  PESANTREN
RIYADHUL JANMNAH

KESATU ; Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kemenierian Agama Kabupaten Bekas
tentang Penvelenggaraan Pendidikan Kesclaraan pada Pondok Pesantren
Salafivah ini schagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kanor Kementerian
Agama Kabupaten Bekasi

KEDLA ! Setelah jangka wakt 3 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan

Kesetarnan pada Pondok Pesantren Salaliyah vang bersangkutan wajib:

1. menvampaikan laporan  perkembungan  penyelenggaraan  pendidikan
kesetaraun kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
vang memuat paling sedikil perkembangan jumlah peserta didik/santr.
pelaksanaan kurikulum. petaksanuan pemenuhan standar sarana prasarana,
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
charisutan

b menzajukan pendaliaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNE sesum
ketentuan peraturan perundang-undangan,

RETTGA ; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

DITETAPKANDI : BEKASI
PADA TANGGAL ¢ 03 MEL 2013

Tembusan Yih :

| Kepala Kantor Wildvah Kementerian Agama Provinsi Jawa :
Cq. Kabid Pendids k.m Bimiyah dan Pondek Pesantren di Hii”(l“l-ll—\.

-

2. Kepals Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



LAMPIRAN @ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

MOWOR ¢ 3232 TAHUN 2023

TENTANG  : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN RIYADHUL JARNNAH

IDENTITAS PONDOR PESANTREN Y ANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

[ 1. | Nama Pandok Pesantren Rivadhul Jannah

T [ Nomor Statistis Pondok Pesantren 310032160262

Kp. Jagawana Ri. 0402
| Desa Sukarukun

3o | Alamar Pondok Pesantren Foccamatan Sukatani
Kabupiten Bekast

Prowvinst Jinwva Baral

4. | Nama -I’E[[]'linan Pondok Pesantren K. Amir Ma'rut Zubaidy

5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan KH. Amir N‘lu‘nlt"f.uhaidy

6. | Jumlah Peserta Didik/Santri 159

T | Jumlah Pendidik/Guras Usidas | 8 o
8. | Jumlah Sarana Pendidikan | 3

9. | Mama Organisasi Penvelenggara Yavasan Ma had Rivadhol Jannah




Diberikan kepada

Nama Pordok Pesantren

Namer Statistik Pondok Pesantren
Alzmatl

Desa

Kecamatar

Kaoupatan

| Provinsi

|
i Nama Penyelenggara/Yayasan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 3231 Tahun 2023

Riyadhul Jannah
510032180262

Kp Jagawana Rt (04/02
Sukarukun

L Sukatani
. Bekasi
CJawa Barat

* Yayasan Ma'had Riyadhul Jannah

Sebagar penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah
tingkat Ula sesual Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1772 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paga Pondok Pesantren

salafiyah, Masa berlaku 1zin operasional sampai dengan 03 Me: 2028

Hekas: 03Me 2022




KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 3231 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN

RIYADHUL JANNAIL

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Menimbanyg - 4. hahwa dalam rangka meningkatkan aksesihilitas pendidikan kesetaraan pacu
pondek pesantren salufivah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalul organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
pendidikin kesetaraan pada pondok pesantren salalivah sesuai standar nasianal
pendidikan;

b. babwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan vang telah diterapkan;

. bhabwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud pada hurut a dan
buruf b, perly menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik [ndonesia
tentang Pemberian lzin Operasionul Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraun
pada Pondok Pesantren Salafival.

Mengingat 4l Indang-undang Nomuor 20 Tihun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43000 );

2. Perawran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 41,

Tambihan Lembaran Negara Republik [ndenesiz Nomor 4496 sehapaimana

telith diubah dengan Peraturan Pemerintash Nomor 32 Tabun 2013 lentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Masional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2013

Momer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410):

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Momaor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemeriniah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar {Lembarun
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembarun
Negard Republik Indenesia Momor 4863

5. Pueraturan Pemerintah Nomor 48 Talon 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomaor 91, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomaoer 4864 ;

G, Persturan Pemerintah Nemor |7 Tahun 2000 Temang Pengelalagn dan

Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nevara Republik Indoensia Tahun

2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nepara Republih Indoensia Nomar

3105 sebagaimand reinh divbah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 66 Talun

2000 tentang Perubahun Atas Peraturan Pemerinigh Momor 17 Tahun 2010

Temang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran Nega

Republih Indeensia Tahun 2010 Nomor |12, Tambahan Lembaran Republik

[ndonesia Negara Nomor 5157):

Pergturan Pemerintzh Nemor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Malavanan

Minimal:

fad




Menetapkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

Tembusan Yith :

| Kepala Kantor Wilaval Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Q.

Peraturan  Presiden Nomor 24 Tahun 2000 tentang kedudukun, Tugas, dan
Fungsi Kementerian MNegara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh
Atas Peraturan Presiden Nomar 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas. dan
Fungsi Kemenlerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Cselon | Kementerian Negara:

Instruksi Presiden Nomar 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Wajib Belajiar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara:

|0, Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Nemor 80 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Menengah Universal,
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 labun 2004 Tentang Pendidikan
Keagamaan lslam;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Agama:

. Kesepakatan Bersamu Memteri Pendidikan Nasional dan Mentern Agami

Nemar VLKB2000 dan Nomoer MASG2000, tentang Pondok Pesantren
Salafiyvah sebagai Pola Wagib Belajar 9 Tahun:

Keputusan Direkwur Jenderal Pendidikan lslam Nemor [772 Tahun 2018
tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok  Pesantren
Salafivah.

MEMLU TUSEAN

KEPUTLSAN  KEPALA  KANTOR  KEMENTERIAN - AGAMA
KRABLIPATEN BERKAS! TENTANG TENTANG PENYELENGUARAAN
PENDIDIKAN  KESETARAAN  PADA  PONDOK  PESANTREN
RIYADIUL JANNAL

Menctaphan Keputusan Kepala kantor Kementenun Agama Kabupaten Bekasi
tentang  Penvelenggaraan Pendidikan kesctaraan pada Pondok Pesantren
Salafivah ini sehugaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sehagai
bagian yang tak terpisahkan dart Keputusan Kepaly Rantor Kemenierian
Agama Kabupaten Bekasi

Setelah jangka wakw 5 (lima) tahun, Kepala Penvelenggara Pendidikan

Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafivah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan  perkembangan  penvelenpgaraan  pendidikan
kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
yang memuat paling sedikit perkembangan jumish peserta didik/santri,
peliksanaan kurtkulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarani.
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan:
dan‘atau

b, mengajukan pendafaran visitass akreditas: kepada BAP PAUD-PNF sesuai
ketentuan peraturan perunduang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tmgeal ditetapkan

DITETAPKAN DI - BEKASI
PADA TAMGOGAL S AS MELZD23

RECTEAT .-'J\glil'l'll{

Cyp. Kabid Pendidiban Dinivab dan Pondok Pesantren di Bandung:
20 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,



LAMPIRAN @ KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

NOMOR + 3231 TAIIUN 2023

TENTANG PEMBERIAN [ZIN OPFERASIONAL PENY ELENGGARAAN PENDIDIKNAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN RIVADHUL JANNAL

[DENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

1. [ Nama Pondek Pesantren | Rivadhul Jannah
3. | Nomor Statistik Pondok Pesantren 510032160262

kp. Jagawana R 04/02
Desa Sukarukun

3. | Alamat Pondok Pesantren Kecamatan Sukatani
Kabupaten Bekas

Provins: Jawa Harat

4. | Nama Pimpinan Pondok Pesantren BT Amir ?‘v‘jEE-.FIJJHf..IhH;Ld}

5. Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | KH, Amir Ma'rul Zubaidy

6. | Jumlah Peserta Didik/'Santri 53
7. | Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz 3
% | Jumlub Sarana Pendidikan ]

9. | Nama Organisasi Penyelenggara

Yayasan Ma had Rivadhul Jannah




